
 
 

 

 

EPUBLIK INDONESIA 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Zulhadril Putra, S.T 

Jabatan  : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M 

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
 
                                                                                     Tanjungpinang, 26 Agustus 2025 
 

Pihak Kedua, 
 
 
 
 

Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M 

Pihak Pertama, 
 
 
 
 

Zulhadril Putra, S.T 

 
 
 
 

Paraf Koordinasi Biro Perencanaan dan Organisasi 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sub Kordinator Monitoring & Evaluasi   

Staf Bagian Perencanaan….   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 
TARGET 

2025 

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian 
kegiatan pencegahan dan pengawasan 
pemilu, serta peran serta masyarakat 
dalam pengawasan pemilu partisipatif 

Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 

1 Laporan 

Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT 
berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kepulauan 
Riau  

1 Laporan 

2.  Meningkatnya kualitas penindakan 
pelanggaran pemilu dan penyelesaian 
sengketa proses pemilu 

Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan 
penanganan dan penindakan pelanggaran 
serta Penyelesaian Sengketa Proses 

1 Laporan 

3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum 
serta Layanan Bantuan Hukum yang 
Berkualitas 

Jumlah Laporan diseminasi produk hukum 
terkait kepemiluan 

1 Laporan 

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi 
yang terintegrasi, efektif, transparan, dan 
aksesibel 

Kualifikasi keterbukaan informasi publik 
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau  

Informatif 

5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata 
Kelola Organisasi yang Professional dan 
Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan 
yang Baik, Bersih dan Modern 

Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi 
Kepulauan Riau 

98.22 

Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah 
direviu Inspektorat 

63 

 

Program Anggaran 

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi 
Demokrasi 

Rp.                        8.984.841.000,- 

2. Program Dukungan Manajemen Rp.                      22.494.718.000,- 

TOTAL Rp.                      31.479.559.000,- 

 

                                                                                     
                                                                                      Tanjungpinang, 26 Agustus 2025 

 
Pihak Kedua, 

 
 
 
 

  Rahmat Bagja, SH. LL. M 

Pihak Pertama, 
 
 
 
 

Zulhadril Putra, S.T 

 
 
 
 


